
BUPATI ROTE NDAO 
PROVINS! NUSA TENGGAR TIMUR 

ERAT'URAN B U T T  HUT NDAO 

NO MOR 54TAHUN 2022 

TEN'TAN 

PEDOMAN ENGELOLAAN LAYANAN JNFORMASI DAN DORKU MENTAS 

DI LINGKU NGAN PEMERINTAH KABUL PATEN RO'TE NDAO 

DENAN EAAMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ROTE NDAO, 

Menimbang 

b 

bahwa Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 34 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan 
[nformasi dan Dokumentasi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sudah tidak 

sesuat lagi dengan perkembangan keadaan dat 
peraturan perundang-undengan, 
bahswa bordasarkan pertumbagan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu monctapkan 

Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Pedoman 
Pengelolaan Layanan [nformasi dan Dokumentasi 
di Lingkungan emerintah abupaten Rote Ndao 

Mengogat Udag-Undang Nome 9 Tahu 200 tentang 
perbentukcan Kabupaten Rote Na peuwinsi 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184], 

2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara 
Rcpublik ndoncsia Tahun 2008 Nomor 6 1 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846l, 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahu 2009 tentang 

Lavanan Publik [Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 I 2  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 

4 Undang-Undang Nomor 43 'Tahun 2039 cntang 
.earsipan {Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 507 li, 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Ne.1(-df-d Repubhl, 4- 
Indonesia Tahun 20I Nomor 24, Tambahan g 

Lem hara 

0 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] 
sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Fusat Dan Pemerintahan Daerah [Lemnbaran 
Negara F'epublik Indonesia Tahun 2020 Nomor , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 67571, 
6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nurmor Id 

Tahu 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub#ilk 
(Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2010 
Nomore 99 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5149), 

7 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Fembentukan Praduk Hukum Daerah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 205 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Meger] Nomor 120 Tahun 
2018 tentag Pcrubahan Ates Feraturan Menteri 
Dalam Negeni Momor 80 Tahu 2015 tentang 
Pembentukan Poduk Hukum Daerah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157% 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 
207 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan 
[ fo a s i  dan Dokumentasi Kemcntcrian Dala 
Negeri dan Pemerintah Dacrah [Berita Negara 

9 Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor 157]. 
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor '2 
Tahun 22022 tentang Penyelenggaraan Komunikasi 
dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rote Ndao fahun 202 Nomor 0o2 Tambahan 
Laban Dacrah Kabupten Rote Na Nono 
0021, 

MEMUT'US KAN 

Menetapkan PERATURAN BUPAT ROTE NDAO TENTANG PEDOMAN 

I NORMASl 

DOKUMEN'TAS DI LI NGKUNOAN 

KABUA'TEN ROTE NDAO 

BA I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan. 

Daereh adalah Kabpaten Rote Ndao 
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao 

PEMERIN'TA 

4 p 



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD 
adatah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah abupaten Rote Ndao 

• Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten Rote Ndao 
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistk dan tersandian 

adalah Kcpala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dart 

Persandian Kabupaten Rote Ndao 

6. Peragkat Daerah adalah unsur pembant Hupati dan ppRp) dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjatdi kewenangan 
Pemcrintah Kabupaten Rote Ndao 

7 Badan Usaha Milk Daerah yang selanjutnya disingkat 13UMD 
adalah Badan Usaha Milil Dacrah Kabupaten Rote Ndao 

8. Iformast adalah keterangan, pemnyataan gagasan dan tanda-tanda 
yang mcngandung nilai, makna dan poson, buik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang 

disajikan dalam berbagai kemasan format sesuai den gan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara 
elektronik maupun non elektronik 

• Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penvusunan dan 
pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk babar 
informasi publi 

10 Informasi Publik adalah informasi yang dihasillan, disimpan 
dikelala, dikirim dan/atau diterima oleh pemerintah 
Daerah/Pcrangkat Dacrah/BUMD yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Pemeritahan Dacrah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan 
epentingan publik 

1 1  Badan Publik adalah Peremntah Dacrah dan ppD sang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 
sebagian atau seluruh dananya bcrsumbet darn Anggaran 
Pendapata dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah 
sepanjang sebagan atau scluruhnya bersumber dari Anggaran 
endapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau 
luar negeri 

12. Pejabat Publik aladah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk 
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan ublik 

1 3.  ejahat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang sclaniutnya 
disingkat PPID adalah pejabat sang bertanggungiawab dalam 
pengumplan pendokunentasian, penyimpanan, pereliharaan, 
penyediaan, distribusi, dan layanan informasi dan dokumentasi di 
ementah Daerah, yang tendiri dari PPID Utama dan PFID 
perbatu 

14 PPID Utama adalah pcjabat struktural yang membidang tugas a 

fungsi lavanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan 
15. PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggungiawab 

dalam pengumpulan, pendokumentasian, penumpanan 
pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan layanan informasi di 
lingkungan Perangkat Daerah, BUMD 

16.Atasan PpIp adalah pejabrat yang upakan atasan langsung { 
pcjiabat yang bersangkutan 

? Stadar 



yang selanjutya 
keterangan sccara yang berisi catatan DIDP adalah disingkat 

7.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP 
adalah serangkaian petunjuk tertuhis yang dibakukan mengenai 
proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID 

8 Dattar Informas dan Dokumentas Publik 

sistcmatis tcntang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang 
beraca ci hawah penguasaan Pemerinth Daerah /UMDy ti&dale 

termasuk informasi yang dikecualikan 
19 Ruang Lavyanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya 

disingkat ID adalah temprat layanan informasi dan cokumentasi 
pubbik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang 
berrujuan untuk memtasilitasi penyampatan informasi tan 
dolumentasi pubbik, 

Sistem {nformasi don Dokumentasi Publik yang selanjutnya 
disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan 

dokumnentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 
21 Laporan Layanan Informasi dan Dokumnentasi yang selanjutnya 

disinghat LLD adalah laporan yang berisi gambaran umum 
kcbijakan tcknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan Layanan 
formasi dan dokurentasi dan rekomendasi serta rencans tndak 

lanju untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan 
dokumentast 

22. Orang adalah orang perscorangan, kelompok orang badan hukum, 
atau oadan publik 

23. Pengguns Informasi Publik adalah orang yang menggunakan 
informasi publik sebagaimaa diatur dalam ketentuan peraturan 
perudang-undangan 

24, Pemohon Informasi Publik adalah wanga negara dan/atau badan 

hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik 
sebagamana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

5. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang ditunjuk dan diberi tugas 
untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan layanan 
informasi 

6 etagas layanan nformasi yang selanjutnya singkat PL! adalab 

petugas pada BUMD yang itunjuk dan dibori tugas untuk 
mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan layanan informasi 

BAI AH 

TU.JUAN 

Pasal 2 

Tu;ue ditctapkannya Peraturan Bupeati ini adlal 
a mewujadkan penyelenpgaraan pemerintahan yang baik, transparan, 

efeletif da efisien, akuntabe! serta a pat ipertanggungiawablaen 
dan 

b tnf'mngkathan pcngclolaan rlan la1anan mformd»J dan dokumentas1 4· 
di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan, 
informasi dan dokumentasi yang berkualitas. 

[AU II 



BAE II 

AKSES INFORMASI DAN DOKUM NVTASI PUBLI 

Pas.al 3 
(I]Informasi dan dokumentasi publik daerah bersifat terbuka dan 

dapat diakses oleh setiap pengguna, kecuah informasi dam 
dokumentas yang dkecualikan bersitat ketat, terbatas dan rahasia 

[2 Informasi dan dokumentasi publik datahr dapat diprruleh pout 

informasi dan dokumentasi publik den gan cepat, tepat waltu, dan 
la pat iakses denpan mudah 

3)informasi dan dokumentasi publik yang dikccualikan sebagaimana 
dimaksud pada avat [H ,  sesuai dengan kepatutan, Repentingan 
umum dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan 

+Informasi dan dokumentas pubhk yang dikecualikan scbagamana 
imaksud pala ayat i l ,  didasurkan pada pengujtan atas 

koneekuensi yang timbul akibut suatu informasi dnn dokumontasi 
diberikan epacda masyarakat dengpn pertimhanpan yang seleama 
yakni menutup informasi dan dokmentasi publik dapat melindungi 
kepentngan yang lebih besar dari pada membukanya tau 
scbaliknya 

BA IV 

PINSIP-PRINSIP LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

asal 4 

nformasi Pub»Wik di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD bersifat 
terhuka dan dapat diakses oleh setiap pengpuna informasi publik 

Pasal5 
rinsin-prinsip dalam memberikan layanan informasi pubhik, adalah 
a. mdah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam 

pemberian layanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, 
isajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah 
diakses; 

b. transparansi,yaitu dalam pemberian layanan informasi publik harus 
dilaksaonakan sccara jelas dan terbuka, 

c aknntzbel yaitu setiap kegiatan dalam pemberian layanan informasi 
publik harus dapat dipertanggungiawabkan, 

d. proporsionalits, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian layanan 
informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak 
daet kewajiban 

Pasal 6 
Pemohon informast dan okumentasi, meliputi, 
a 'erseorange 
h. Kelompok Masyarakat 
c. Lembaga Swadaya Masyarakat, 
d. Organisasi Masvarahat, 
e. Partai Pohtik, dan 
f. Badan Publik lainnya 

Pasa 7 

Pf'mohon 1nformas1 dan dokumentas1 \\a11b memenuh1 pe,syaratan -f· 
a. Mencanumkan idenritas yang jelas sesuai dengan ketentu p 

pcraturan perundang-undangat, 

b. mencantukan 



h meneantumkan alamat dan nomor telepon yang jelast 
c menyampaikan secara jelas jenits informasi dan dokumentasi yang 

dibutuhkan, 

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan 
dokumentasi yang dapat dipertanggungiewabkan, dan 

• menyatakan kesediaan membayar biaya dan car~ pembayaran untuk 
memporoloh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang 

dikenakan terbilang waa 

Pasal 8 
Setiap pemohon intormasi publik dapat mengnjukan pormir.taan untuk 

memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada PPID Utama dan 
pp embantu terkait secatra tertulis dan tdak tertulis 

BAB 

SUSUNAN DAN SOP PLID 
agan Kesatu 
Susunan PLID 

Pasad 9 
(I]Susunan PLID terdiri atas 

a. Pembina. 
• Wakil Pembina; 
c lengarah/Atasan ID; 

d Tirn Pertimbangan Layanan Informasl 
e PID Utamn; 

f pip pomhantu 
g. Bidang pendukung; dan 
h. Pejabat Fungsional/PL 

2LSusuran PLiD sebagaimaa dimaksud pada ayat tl) ,  ditetapkan 
dengan Keputrsan Bupati 

Pasal 10 
I Pembina scbagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, dijabat oeh 

Bu pati 
2 Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (l )  mempunyai rugas 

mclallan pembinaan tcrhadap pongeclolaan layanan inform.asi dan 

dokumentasi di lingkungan Pemenintah Daerah seluruh 

rang/aa kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesai 
dengan mekanisme yang ditentukan 

[.1) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat () mempunyai fungst 
mengesahkan jenis-jenis informasi yaitu informasi yang wajib 
discdiakan dan diumumkan secara berkala serta merta, tersedia 
actiap seat sorta informasi vyang dikecualikan 

Psal I E  

t1]Wakil Pembina sebagaimama dimaksud dalam Pasal 9 hutuf L, 
dijaba oleh Wakil Bu pati 

2) Wakil Pembina scbagaimana dimaksud pada yat ( I )  nempunyai 
tugas membantu Pembina melakukan pembinaan terhadap 
pengeiolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkunsant 
Pemerntah Daerah dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaa 
informasi dan dokumentasi sesua dengan mekanisme yang $ 

ditentuka 

(3] Wail 



{3, Wakil Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai 
fungsi membantu Pembina dalam pengesahan jenis-jenis informasi 
vaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 
berka.a, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang 
dikocualikan 

Pasad 12 
I ]  Pengarah sebagaimana dimaksud dalam asal 9 huruf e. dijabat 

oleh Sekretars Laerah 
lZ Peugaah rueupunyai tugas tda futgsi, sebagai berikut 

a. Tgas 
memberikan arahan kepada pp terkait pengelolaan layanan 

informasi dan dokurentas 
2 memberikan persetujuan kepada pp atas informasi dan 

dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon 
nlormast, 
memberikan rekamendasi kepada pp;p atas hes) tji 

konsckuensi informasi yang dikecualikan; 

4 memberikan persetujuan atas perimbangan pp\p teTkaif 
dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak 
set.iap pemohon iformasi, 

5. dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat 
mominta masukan ari Tim ertimbangan Layanan 1niormast, 
a 

6. mengesnhkan dan menetapkan ems ens Informs publik 

b. Fungsi 
l. mcongarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi 

serta menjamin ketersediaan informas secara terintegrasi dan 
terkoordmasi, 

• menerima keberatan atas penolakan tar pemohon unformasi 
publik, 

3. memberikan tonggopan atas keberatan yang diajukan oleh 
pemohon informasi lalam jangka walet palinp lamber 30 (tip 

puluh] hani kerja sejak ditenimanya laporan kcbcratan secara 
tertutis; 

i, sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa 
tor mas publik, dan 

, u e e r k  pttuJun tu polak At LT pRTItaApa 

daftar informasi publik dan urut penetapan klasifilasi dari 

Ptp) 

[34 Pengarah PPID merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan 
apa.bila mnuncul masalah dalam pengelolaan dan layanan informasi 
dan dokumentasi. termasuk dalam hal menentukan klasifikasi 
informasi 

Pasal 13 

(l Tim Pertimbangan Layanan Informasi 
dalam Pasat9 huruf d, terdiri dari 

a. Para Asisten Sekretars Daerah, 
b. Seluruh pimpinan erangkat Daerah, dan 
c. Pejabvat yang menargani bidang hkun. 

sebagaimana limaksud 

i21 Tire 

4 
b 



() Tim ertimbangan Layanan Informasi mempunyai tugas sebagai 
berikut 

a. membahas uslan informasi yang dikecualikan, dan 

b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasu 
infomasi yang dikecuahkan 

Pasal 14 
( ) )  PPID Urama sebagaimana dimaksud dalam Pasad 9 huruf e, adalah 

Kepla Dnas Komunikas, Informattka, Statstik dan ersandian 
(2] pPIp Utama mempunya tugas, antara lair 

a. mengoordinasilan dan mengonsolidaaikan pengumpulan bahan 
informasi dn delemenrasi la, pppy perhoantu heru pa mnlormas 

yang wajib disediakan, diumumkan secara berkala can tersedia 
setiap saat serta informasi terbnuka lainnya yang diminta pemohon 
informasi pubhik 

b. menimpan, mendokumentasikan menvediakan dan member 

laaa ifonasi kepauda publik, 
c. melakukun verifikusi bahan informasi publik 
d melakuknn uji knsekuensi atas informasi yang dikecualikan 
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan 
f menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat 

Pas.al 15 

Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi pub[k, PPID Utama 
bertugas untuk mengoordinasikan 
a. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif 

dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan, dan 
b. penyampeaiao. informasi pub)ik dalam bahasa Indonesia yans 

sederhana dan mudah dipahami serta memperimbangkan 
pengg.naan bahasa lokal yang dipakai oleh masyarakat. 

asal 16 
(l] Dalam hal adanya pcrmohona informasi publik, PID Utama 

bertugas 
• melakukan koordinasi terkait pemberian informasi publik vang 

dapat diakses oleh publik dengan PPID Pembantu pada berbaga 
unit layanan informasi untuk memenuh permohonan informas 
publik, 

b. menyertakan alasan tertuhis pengecualian informasi pubhk seCara 
jelas dan tegas, dalam hal permohonan intorrnasi pubhk ditolak; 

c menghitamkan atau mengaburkan informasi publile yamp 

dikecualikan beserta alasannya, dan 
d mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petogas 

informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi 

publik 
(2] Dalam melakukan pengujian konsekucnsi atas informasi, PD 

wajib untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengklasifikasian 

informasi, sebagai berilet 
a intormasi publik yang dikeeualikan bersifat ketat dan terbatas; 

b. penguian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama g- 

dan penuh ketelitian; dan 

c informasi 

4 



¢ informasi yang dikecuahikan tidak bersifat permanen dan ada 
jagka waktu pengecualiannya 

Pasal 17 
pp[p) ['tam mempunyai tanppung jawah yakm 

a. mengoordinasikan penvimpanan dan pendokumentasian seluruh 
informasi publik 

b. mengoordinasikan penyediaan dan layanan scluruh informasi publik 
hbawah penguatsaan mas1ng-masrg yang dapat diakses aleh publik; 
nejag erahasiaant inforruas yang liker.ualikan kepaa 
masyaralat dan/atau pemohon informasi publike; 
memjamin loaknratan infnrmas yang hiberikan kepatla masyarakat 

dan/atau pemohon informasi pubik 

Pasad 18 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PID Utama 

berwenang 
a. monolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 
b. meminta dan memperoleh informast dari unit 

kerja/komponen psaruan kerja yang menjadi cakupan kerjanya, 
c. mongoordinasikan pemberian layanan informsi dcngau pp 

Pembantu danfatau ejabat Fungsional yang mnenjadi cakupan 
kerjar.ya, 

di menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat /tidaknya 
iakses oleh publik, dan 

e. menugaskan PID embantu dan/atau Pejabat ungsional untuk 
membuat, mengumpulkan, serta memehihara informast dan 
dokurentasi untuk kebutuhan organisasi 

asal 19 

(1 PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurl I 
adalah Sekretaris Dinas/Baan/ Kantor dan Carat 

(2 pPID Permbatu mcmpunyei tugas membantu pID Utama dalam 
men gelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerinth 

Daerah yang meliputi 

a. membantu Ip Ltama maclaksanakan tanggung jaswab, tugas, 
dan kewenangannya 

b menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada pp Utama 
dilakukan paling rendah 6 tenam] Dulan sekali atat sesuai 
kebutuhan, 

e melaksanakan kebiiakan teknis Informasr da elementas 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

d menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan 
Dokumentasi bagi Pemohon [nformasi Publik secara cepat, tepat 
berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, 

e mengumpulkan, mengolah dan mengoptimalisasi bahan dan 
data lingkup komponen di lingungan Perangkat Dae=ah menjac 

f 

bahan informasi publile Jan 

menyampaikan laporan pelaksanaan 
pclayanan Informasi dan Dokumentasi 

secara berkala dan sesuai kebutuhan 

kebijakan 

kepada 

.f 
PID Utama 6 

1,] PP1ID 



[3] PID Sekretariat DPRD mempunyai ugas lain, yakni 
n.m enyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan 

dokumentasi kepada ppgp sesuni peraturan perundang 
udangan, dan 

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi epada DPRD 

untuk menctapkan informasi dan dokumentasi yang dapat 
drakses oleh pubbik 

dukungan administratif tdan 
damn prasarana pendukung 

d. 

Pasal 20 

idang Pendukung PID sebagaimana dirnaksud dalam Pasal9 uruf g, 

terdiri dari 

a. bidang layanan dan pengelolaan informasi bertugas memberika 
lavanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan 
mnekanisme internal PP1, Uta0a, 

b. bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi, bertugas 
mcngolah data yang akan disaikan sebagai intormast pub1k, 

mnelakukan klasifikasi jenis irfurtnasi than eudukumentasikan 

informasi yang tclah dikuaaai 

bilang penelesaian senpketp informsi, bertugas melakukan 

advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa 

nformas1, dan 

sekretariat, bertugas memberikan 

teknis operasional serta sarana 

tersedianya lavanan informasi dan dokumentasl. 

Pasal 21 

( 1 )  PPID Utama dapat melaksanakan tgas, tanggung jawab dan 
wewenangrya dibantu aleh pejabat fungsional/PL] sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, sesuai dengan kebatuhan an 
ketersediaan anggaran 

[2 Derangkat Dacrah dapat mcnunjuk pcjabat fungsiona/LI yang 
mem antu ppp Pembantu dalam melaksanakan tngns, tnnpong 
jawab dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan 
ketersediaan anggaran 

[3) BUMD dapat menunjuk PLI yang membantu PPID Pembantu dalam 
melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai 
dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran 

Pasal 22 

[ I ]  Pejahat Fungsional'LI scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 

mempunyai tanggung jawa.b 
a. menyiapkan formulir permohonan tormast 
b. menerima permuhonan inforrnasi, 
• mellukan verifikasi data pemohon informasi; 
d melakukcan vwifileasi informasi yang dirmta. 
e. registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar 

getelah selesai verifikast 
f menyampaikan catatan/rckapan permintaan informasi kepada 

PPID Utama /PPID Pembantu; k 
g. melakukan poncatatan dan pcnomoran surat informasi yang 

diam paikan hcpada pcmohon informasi, 9 

h mendokumentasikar 



h.mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan 
layanan informasi setiap bulan dan sctiap akhir tahun, dan 
apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, 
wajib meneruskan kepada pp Ulama /PPID Pemhantu 

2) Dalam hat informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID Utama 
wajib mcmberikan jawaban pcrmohonan informasi herup 
perberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lamhar 

10 (sepuluhj hari kerja setelah permohonan diterima 
(3 Apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID Utama 

monyiapkan jawaban dengan menggunakan formulir penolakan 
pemmohonan informasi publik palmg lambat 10 /sepuluh] hat 
kerja dari tanggal iterimanya permohonan informasi, nruk 
disampnikan kopada pomohon informasi 

agian Kedua 
0+ PID an Standar Pelayanan ntormas +ubk 

Pasal 23 

[ I )  S0PPPID paling sedikit memuat 
a. kejelasan tentang pejabat yang diunjuk sebaga PPID Pembantu 

da PPID di Satuan Pendidikan [Sub PID Pembacntu), 
b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat 

fungsion±l/PL! apabila diperlukan, 

c kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan 

atasan PID, ID Urama, PPID Pembantu, bidang pendukung 

da pejabat fungsional, 

d kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan 

pet) yang bertaungrawab engeluakan fanggapa ates 

keberatan yang diajukan aleh pemohon informasi publik, 

• standnr layanan informasi publikx serta tata cara pongclolaan 

keberatan di lingkungan Pemerintah Daerah, dan 

f tata cara pemuatan laporan tahunan tentang layanan informasi 

publik 

2) Jenis SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (I], terdiri atas 

a. 3OP Penusuna Dafter lorrasi Publik, 

b. 8OpLayanan Permaohonan Informasi Publik, 

e SOP Uji Konsekuensi [nforma si Publike; 

d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Pub#ik; dan 

e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi 

sl 4 

Standar Pelayanan Informasi Publik paling sedikit memuat 
a. kejelasan tentang maksud dan tujuan pembuatan standar 

pelayanan 
b hakekat dan asas pelayanan mntormas pubhk, 
• tdes operasiurel pelayaan informsi publik, la 4 
d. mekanisme pensumpulan, pongklasifikasisn, pondokumentasian dnn pi 

pelayanan informasi 

B3A VI 



BAB VI 
TATA KERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewcnang lavanan informasi 
pubhik, atasan PD, PD Utama, pPID Pembantu dan PL} wajib 

menerapkan prnsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar 
Perangkat Daerah dan UML 

Pasad 26 
Tate kerja layanan informasi meliputi 
a. penelolaan informasi publik, 
b. dokurentasi dan asip, 
e. laysnan informasi publil; dan 
d. penpaduan dan penyelesaian sengketa 

Pasal 27 
(I ]  peegelolaan Informasi Publik pade Peeerinah Daerat, khtsus 

untu Bupati dilaksanakan oloch PD Utama dan disediakan Desk 
Lavanan [nformast 

[2) Pengelolaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah dan BUMD 
dilakakan oleh PPID Pembantu dan wajib menyediakan Desk 
Layaan Informasi 

Pasal 28 
Pengelolaan dokumentasi dan arsip dilaksanakan dengan berpedoman 
epala ketentuan peraturan perundang- undangan tentang Tata 
Naskah Dinas 

Pasal 29 
(I )  Layanan Informasi Publik pada emerintah Daerah, khusus untuk 

bupati dilaksanakan oleh PIO Utama dbantu oteh Ptugas 
llormas 

) Layanan Informasi Publix pada Perangkat Daerah don UM 
dilaksanakan oleh PID Pembant dan hibanru nleh petugas yang 
ditunjuk untuk memberikan layanan informasi publik pada masing 
masing Perangkat Daerah dan BU MD 

[asal 30 

Bapan organisasi dan melamisme layanan informasi publik pad PPlD 
Pembantu disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pimpinan 
BUMD 

BAB VII 
INORNASI PUBLI 

Bagian Kesatu 
Klasifikasi Informas Pubbik 

fasad3I 
Informasi Publik diklasifikasikan mnenjadi (empat) kelompok, yakni 
a. informasi yang wajib disediakan dan diumum#an secara berkala, T 

b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 
c. informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan 

intormasi yang dikecuaikan 

Pasa1 32 



Pasal 32 
(I] Informasi yang wajib disediakan dan iumumkan secara berkala 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3I huruf a, paling sedikit 
memuat tentang 
• profi Pemerintah Dacrah /Perangkat Daerah/BUMD 

b. program dan/atau kegiatan yang scdang dijalankan pada 

Perangkat Daerah dan RI!AMT 

c. kineria Dada Perangkat Dacrah dan [UMD, 
d laporan keuangan, 
• laporan akses Informasi Publik; 
t. peraturan, keputusan danfatau kebijakan yang mengikat 

dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh 

Paraoglat Daerah dan/atuu BUMD, 
p hale dan tata cara merperoleh inforrnasi Puhlik serta tata cara 

pengajuan keleratan serla proses 
Informasi Publik berikut pihak yang 
dapat dihubungi, 

h. tata cara Layanan pengaduan, dan 

pengurnumnan penga~an barang dan/tu jast sesuai denga 

peryelesaan sengketa 
bertanggung jawab yang 

peraturan perundang undangan 

[7 Inforras tentang Profil Pemerintah 
Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada 

Daera± /Perangkat 

avat (1 huruf a, 
meliputi 
1 kcdudukan atau domisili beserta alamat lengkap; 
2. ruang lingkup kegiatan, 
3 maksud dan tujuan 
4. tugas dan fungsi Percrintah Dacrah /Perangkuat Dacrah /BUMD 

heserta unit-unit kerja dibawahna dan 

• stuktur organisasi dan gambaran umum 
(3 Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang scdang 

dijalankan pada Perangkat Dacrah dan BUMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurub, meliputi 

nama program dan kegiatan, 
2. pnangeungjawab, pelaksana program dan kcgiatan, 
3. target danfatau capaian program dan kegiatan 

4, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 
• arggaran program dan kegiatan yang meliputi sumher dan 

jumlah 
6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Prangkat 

Daerah/BUMD, 

7 f o rm a s i  tentang pencrimaan calon pcgawe, dan 

8 informasi tentang penerimaan siswa baru 
(4 Informasi tentang laporan akses Informasi Publik sebagaima na 

dimaksud pada ayat (I hurufe, meliputi 
a. jumlah pcrmohonan Informasi Publik yang diterima, 
b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

Informasi Publik dan 
Jumalah pcrmobonan Informasi 
sebagian atau seluruhnya dan 
yang ditolak, dan 

Publik yang dikabulkan bat 

prmohonan Informsi Publik 
f 

d. alasnn penolakan permohonan Informasi Publik 

5) Informasi 



(5) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang 
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleb 
Perangkat Daerah dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada 
ayat fl]  huruff, meliputi. 
a. dattar rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses 

pembuatan, dan 

b. daftar peraturan perundang-undangan yang telah di.ndangan 
(6 Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1 

dilakukan paling sedikit. I (saru) tahun sckali 

Pasal 33 
( I i  formasi yang wajib diumumkan secara serta merta scbagaimane 

dimaksud dalam asal 3l huruf b, yaitu suatu informasi yang dapat 
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, yakni 
a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran 

hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik 
wabah dan kejadian luar biasa, 

b. informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan 
industri atau teknologi dampak industri, dan pencemaran 
hngkungan, 

e bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konfhik sosial antar 
keiompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, 

d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi 
sumber penyakit yang berpotensi menular 

e mtormass tentang racun pada Dahan makanan yang dikonsumsi 
oleh mnasoyarak.at, dan 

f informasi tentang rentana gangguan terhadap utilitas publik 

(2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayar {l] ,  
disampaikan dalam bahasa Indonesia yang sederhana, mudah 
dimengerti dan dipahami olch masyarakat 

Pase! 34 

(1 ]  Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah 
aerah/Perangkct Darrah / BUMD yang kegiatannya berpotensi 
mensancam hajat idup orang banyak dan ketertiban umum 
sebagaimana dimaksud dalam asal 33 ayat (l], wajib memiliki 
standar pengunuman informasi. 

] Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
tl) paling sedikit turuuat 

b 

c 

d 

e 

potensi buhaya don/atau bevaran dampak yang dapat 

nmhlkan, 
phak-pihak vang berpotensi terkena dampak batk masyarakat 
umum maupun pcgawai pada Perangkat Daerah /BUMD yang 
menerima izin atau perjanjian kerja dari Perangkat 
Daerah/BUMD tersebut, 
prosedur dan tempt evakusi apabila keadaan darurat terjadi, 
tata care pengumuman informasi apabila keadaan darurat 

erlat 4 
cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbu±kan, 

f. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; dan 

g. upaya. 



g upaya yang dilakukan olch Perangkat Daerah /BUMD danfatau 
pihak-pihak yang berwenang dalam menangglangi bahaya 
dan/atau dampak yang ditimbulkan 

Pasel 35 

t I H  Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 huruf c, yaitu informasi pubhik, kecuali yang dapat 
ditolak berdasarkan peraturan per undang-undangan 

(I Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (Ii, terdiri dari 
a. Daftar Informasi Publike, 
b. informasi tentang peraturan, keputusan danatau kebijakan 

l'emerintah Datah/Perangkat Daerah /BU MD, 

c seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan 
secara bcrkala, 

d. informasi tentang organisast, administrasi, kepegawaian, dan 
kcuangan, 

esurat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen 
pendukungnya 

rangke pelakeanaan 
Penerintah pa bat f surat mcnyurat pimpinan atau 

Daerah'Perangkat Daerah/BUMD dalam 
tugas pokok dan fungsiny, 

g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan 
dan/atau dikeluarkan benikut dokumen pendukungnya, dan 
laporan tentang kctaatan pelaksanaan izin yang diberikan, 

euerintaht 

h. data perbendaharaan atau inventaris; 
rencnna strategrs dan renan 
Daerah/Peranglat Daerah/BUMD; 

i agenda kerja pimpian emerintah Daerah/ Ferangkat Daerah/ 
BUMD. 

k. kcgiatan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana 
dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki Deserta 

ondisinya, sumber daya manusia yang menangant layanan 
Informasi Publik beseta kudifikasinye, argaran layanan 
Informasi Publik sorta loporan penggunaannya, 

l. jumlah, jenis, an gambaran umum pelanggaran yang ditemukan 
dalam prengawasan internal scrta laporan penindakannva, 

m jumlah, jenis, dan gambaran umum pelonggaran yang dilaporkan 
oleh masyarakat serta laporan penindakannya; 

n nformas Publik lain yang telah myatakan terbuka bagi 
asyarakat berdassuke uekanise keberatan dan/atau 

penelcsaan sengeta sesua dongan letentuon pematurt 

perundang-undanpan, 
o. informasi tentang standar pengumuman informasi scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat [), bag penerima izin dan/atau 
pererima perjanjian kerja 

p. informasi tdan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam 
pe,temuan 1w1g 1,-.,lJukd ;llllLlk umum. dan ,t 

• informasi tentang penerimaan aisswa bart 
.3] Data informasi pub»lik sebagaimana dimaksud pada ayat ij huruf a, 9» 

mnemu.at 

a. nomor, 

• rgkasan.. 



b. rigkasan tsi informasi, 
c. pejabat ata unit/satuan kerja yang menguasai informasi, 
d. penanggungiawab pembuatan atau penerbitan informasi, 
e. waktu dan tempat pemhuatan informasi, 
f bentuk informasi yang tersedia, an 

8.Jagla waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

Pasal 36 

I) Informasi yang dikecuahkan sebagaimana dimaksud dalam Fasal l 
huruf d, bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dcngan asas 
kepatutan dan epcntgan umum dan ketentuan perture 

prerun<dang-undangan 
[ Informasi yang dikecuahikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ]  

didasarkan pada pengujian atas konsckuensi yang timbul apabila 
suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pcrtimbangan 
yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi 
kepentingan yang lebih besar. 

Bagan Kedua 
Klasifikasi Informasi Publk Yang Dikecualiken 

Panal 37 
(I) Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan hitetapkan oleh PID 

Utama berdasarkan Pengujian Konsckuensi secara seksama dengan 
penuh ketelitian dan dilakukan atas persetujuan ata,san pp1) 

Ltama 
2] Klasifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1H, paling sedikit 

mncmuat 
a. jeris klasifikasi informasi yang dikecuabikan 

b. identitas pejabat ppp yang menetapkan 
Perangkat Daerah dan BUMD, termasuk unit kerja pejabot yang 
meneta pkan, 

d.jangka waktu pengecuahian; 

e. alasan pengecualian, dan 
tempat lan taggal penctapan 

Pasal 38 
I) PID Utama dapat mengubah klasitikas mnformasi yang 

dikecuabikart «tat perselujtan Pegah PPID 

[ Peractujuan erubahan klasifilasi informasi yang dikecualikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat [I), hanva dapat dilakukan 
berdasarkan Pengujian Konsekuensi 

Bagan Keriga 
Jangka Waktu Pengecuahian terhadap Informasi yang Dikecualikan 

Pasal 39 
(I Pengecualian Informasi Publik yang terap dibuka lan liberikan 

kepada Pemohon Informasi Pubiik dapat menghambat proses 
penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 {tiga puluh] tahun L. 

2 Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud patda ayat (l), 
dikecualikan jika Informasi Pubbik tersebut telah dibuka dalam g 
sidalg pengadilan yang terbuka unruk umum 

Pasal 40 



Pas] 40 

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabita dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu 
kepentingan perindungan hak atas kekayaan intelektual dan 
pcrlindungan dani pcrsaingan usaha tidak sehat ditetapkan 
brdasarkan kctentuan praturan perundang-undangan 

Pasal 4l 
I) Jang«a Wakru Pengecuaiian Informasi Publik yang apabila dibuka 

dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat 
mcaheyaka pcrtahanan dan kcamanan di daerah ditctapkan 
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungun 
pertahanan dan keamanan i daerah 

(i Jang.a Waktu Pengerualian Informasi Publik yang apabila dibuka 
dan hiberikan kcpada Pemohon Informasi Pubtik dapat 

mengungkapkan kekayaan alam daerah ditetapkan selama jangka 

waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam daerah 

(3I Jangka Waktu Pegecualian Informasi Publik yang apabila dibuka 

dan dierikan ke pads Pemhon Informasi Publil dapat merugikan 

ketahanan ckonomi daerah ditetapkan selama jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk perhindungan ketahanan ekonomi daerah. 
[4] Jangka waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka 

dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan 
kepentingan hubungan dengan luar negen ditetapkan selama 
jag'ka waktu yuig dibututkan untuk perlindunigant epentig 
hubungan luar negeri 

[5] Penentuan jangka wakt tertentu yamp dibutuhkan sebapimama 

dima.sud pada ayat (1, ayat (2) dan ayat [334, ditetapkan oleh 

Atasan PPID'Kepala Perangkat Daerah/BU MD yang bersangkutan 

Pasal 2 
(I lanpka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka 

dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
[) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka 

dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publk dapat mengungkap 
rohosia pribadi swsorang ditctapkan sclama jangka waktu vang 
ihutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang 

3] Informasi Publik scbagaimana dimaksud pada ayat (lj dan ayat (2), 

dapat dibuka apabila 
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan 

ter ulis. dan 
h. pengungkapan berkaitan dengan postisi seseorang da.am jabatar 

pade emcrintah Darrah dan/atau UMD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

asal 43 A 
(1) tnformasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka wakt f 

pongocualiannya mcnjadi Informasi ublik yang dapat diakses oleh 
Pemnhon Informasi Pubik dengan penetapan dari PD Utama 

2; Penctapa 



() Penetapan sebagamana dimaksud pada ayat t l ) ,  dilakukan paling 

lama 3O {tiga puluht hari kerja scbclum bcrakhirnya jangka waktu 
pengccualian 

I Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat [), tidak 
dilakukan, formasi yang dikecualikan menjadi Informasi Pubhk 

pada saat berakhirnya jangka waktu pcngceualian 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pengecualtan Informasi 'ubhik 

Pasal 44 

(1 PPD mengklasifikasikan Informasi Publik sctclah melaksanakan 
pengaian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam asa 

39 ayat [, serta mempertimbangan bahwa dibuka atau 

ditutupnya Informasi Publik 

a. depat memastikan agar masyarakat bcrpartisipasi serara efektif 
delam pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada 
publik, 

b. dapat memastikan agar 
mengenai kemungkinan 

masyarakat mendapat informasi 
bahaya bagi kesehatan dan 

keselamatanmya sorta upaya upaya yang memadai untuk 
menoegahnya; 

¢ dapat memastikan agar pihak yang berwenang bertindak secara 
ad~l terhadap masyarakatr 

d. dapat remastikan agar masyaraka tidak nengelami kerugian 
akibat penyalahgunaan wewenang, 

e. dapat memastikan batwa pelanggaran Hak Asai Manusta yang 
berat diketahui oleh publik, dun 

f. dapat memastikan akuntabilitas Pererintah Daerah/ BUMD 
Z Hal scbagaimana dimnaksud pada ayat (l}, harus dinyatakan secara 

tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas 
permohonan informasi Publik 

Pasat 45 

I) pID Utama wajib menghitamkan atau mengaburkan mater 
informasi yang dikecuahikan dalam suatu salinan Informasi Publik 
yang akan diberikan kepada publik 

2J PPID Utama tidak dapat menjadikan pongecualian sebagian 
iufurasi dalam suatu salinan Informasi Publik scbagai alasan 
untuk mongccualikan akses publik terhadap kescluruhan salinae 
Informasi Publik 

(34 Dalam ha! dilakukan penghitaran atau pengaburan informasi, PID 

Utama wajib memberikan alasan dan materinya pada masing 
masing had yang dihitamkan atau dikaburkan. 

BAB VIII 

PF NCA.JUAN KEBERATAN 

Hagian Kesatu 

Tata Cara Pengajuan Keberatan 

Pasal 16 

[IJ Pemohon Informasi Publik berhak mengajkn kberatan dalam hal 
ditemukannya alasan sobagai berikut. 

a. penolakan.. 

4 



a. penolakan atas permohonan informasi publik, 
b. tidak disediakannya informasi berkala, 
c. tidak ditanggapiya permohonan informasi publik; 
d permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang 

diminta, 
e. tidak dipcnuhinya permohonan info masi pblik, 

f pengenaan biaya yang tidak wajar: dan 
g penampaian informasi publik yang melcbihi waktu 

[2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ] ,  
ditujkan kepada Atasan PPID melaluj PPID Utama 

(3} Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat [ l j ,  dapat 
dikuasakan kepada pihak lain yang cakap ch hadapan hukum 

Bagian Kedua 
Registrasi Kebcratan 

Pasal 47 
(I» Pergaiuan keberatan dilaktukan dengan cara mongisi formulit 

keberatan yang disediakan oleh emermtah Daerah dan/'atau 
UMD bersanghutan 

t21 Dalam hal pengajan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, 
maka PPIp tJtama wajib memhantn Pemohan Informasi Pblil yang 
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk 
mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomot 
registrasi pengajuan kcberatan 

34 Formulir keberatan se bagaimana dimaksud pada ayat [ l ] ,  paling 
sedilrt mcmuat 
a nomor registrasi pengajuan keherutan, 
b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik 

c tuyuan penggunaan informasi publik, 
d. ientitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan 

keberatan, 
e. identitas kuasa emohon Informas Pubbk yang mengajukan 

keleeratan Ula eadat, 

f alasan pengajuan keberatan, 
g. kasus posisi permohonan informasi publile; 
h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan vang diisi oleh 

petugas, 
i nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Pablik yang 

mengajukan keberatan, dan 
a a  la Landa tangan petugas yang menerima pengajuan 

keberatan 

asal 48 

[4 PP[p Utama wajib memberikan salinan formulir leberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat [), kepaa Pemohon Informasi 
Publix yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda 
terima pengajuan keberatan. 

tb] Formuhr kcberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 13), berlaku 
tu Badan Publik yang menyediakan sarana pengajuan 

keboratan melalui alat komunikasi elektronik 

4 
(1} PD Utama wajib mencatat pengajuan kebcatan dalat buku $ 

regstr keberatar 

(2I Register 



[2] Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I i ,  paling 

sedikt memuat: 

a. nomor registrasi pengajuan keberatan, 

b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik; 
c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya 

ag mengaukan keberata, 
d inforasi publil yang diminta, 

e. tuuan penggunaan informast; 
f alasan pengajuan keberatan, 
g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh 

petugas 
h. nama dan posisi Atasan IL; 

naura dan tenda tangan Perohon Informasi Pubbik yang 
mengajukan keberatan, 

j nama dan tanda tangnn petugas yang menerima penpajan 
keeratan, 

k keoutusan atas keberatan, dan 
I keutusan Pemohon Informasi Publik atas keputusan Atasan 

PPID 

Bagian Ketiga 
Tanggapan Atas Keberatan 

asal 49 

( 1 )  Pergarah ppp wajib memberikan tanggapan dalam bentuk 

keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi 
Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima 
use paling lambat 30 [iiga puluhi hari sejak dicatatnya pengajuan 
keleratan tersebut dalam buku register keberatan 

t Keputusan tertulis scbagimana dimaksud pada ayat (), paling 

geileit mnerat 

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan, 

b. nomor surat tanggapan alas keberatan, 

c. tanggapan/jawaban tertulis atasan pp atas keberatan yang 
diajukan, 

d. perintah atasan ppp kepada pPp Utama untuk rermberika 
cbagian ata scluruh informasi publik yang diminta dalam had 

beratnn literimg dan 

c. jar.gka waktu pelaksanaan perintah 
[3) PPID Utama wajib melaksanakan keputusan sebagaimna 

dimaksud pada ayat (l) pada saat ditetapkannya keputusan 

Bagian Keempat 
'osilitasi Sengictn Informasi 

Pasal 50 
(1J Pemohon Informasi Publik yang mengajukan kcbcratan atau pihak 

yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan 
PPID t.ldpdl /Ilt'rlgdJUkdil pt,ImohU1ld1J pt'IlJdt'&tldL ,,tr,Kkd« 4 
informasi publil kopndn Komisi Informeai paling lambat 11 (emput, 
belas] hari kerja sejak diterimany keputnsan Penpargh pp) g 



(2 Sengketa informasi dapat tcrjadi apabila omisi Informasi usat 
da/atau Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuar 
den gan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi 
yang diajukan pemohon informasi 

(34 Pengajuan sengketa mformasi sebagaimana dimaksud pada ayat {lJ 
dilakukan perohon infortesi dala waktu paling lambat 14 tcmpat 
bolas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari 
Pengarah PI, 

Pasad 51 
I] Mckanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik dilakuan dengan berpeduan kepala ketentuan pcraturan 
perundang undangan 

12) Bupati melali Atasan PI menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa 
formasi untuk mengupayakan penvelesaian sengketa informasi 

yang dibentuk oleh PPID Uta.ma 
(3) Kepuusan 

berfugsi 
penetapan Tin 

sebagai Surat 
Fasilitasi Sengketa Informasi juga 

Kuase untuk bersidang mewakilt 
Pemerintah Daerah pada urisi Inf@rasi Pusat dan/atau omisi 
[nformasj rovmsi scsuai dengan kewenangannya. 

BAB IX 

ELAPORAN 

Pasal 52 

Pelaporan pelaksanaan Lavanan infortasi, chiput 

a, jumla permintaan informasi yang diterima, 
b. waktu yang diperlkan dalar memenuhi setiap permintnan 

informast. 
c jumlan pemberian dan penolakan informasi, dan 
d. alasan penolakan permintaan informasi 

Pasal 53 
() PP!D Utama wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksucd 

dala.m Pasal 53 lepala BRupati melalui Atasan PPD berdasarkan 
la.pora dari PI 

[2] Kepala Perangkat Daerah dan/atau BUMD wajib menyampaikan 
laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan 
laporan dari pPIp Pembantu 

3] Penyampaian laporan sebagaimana diraksud pala ayat (2), 
dilaksanakan pang scdikit fsatu) kali dalam l fsatu) tahun 

Pasal 54 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
a. SOP Perusunan Daftar Informasi Publik, 
b. SOP Layanan Permohonan Informasi Pubbk, 
c SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; 
d. 3OP Peoanganan Kebcratan Informasi Publik; le 
e. SOP Fasilirasi Sengkcta Informasi; dan 

f, 3agan 



f Bagan organisasi dan mckanisme Layanan Informasi Publik pada 
Pemerintah Daerah tercantum pada Lampiran yat.g merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat 1 

BAE X 

PE NUTUP 

asad 55 

Pauda sat Feraturan Bupati imi mulai berlaku, maka Peraturan upat 
, 

Rote dao Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peloman Pengelolaan 
aynan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi 

Pasat 56 
Peraturan Bupati ini multi berlaku psda tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
eraturan Bupati imi dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah 
Kabupaten Rote dao 

Ditetapkan i Ba 'a 
ggal, 30 4.$5 20222 

E NDAO, T 

' 
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Diundangke di Ba'a 
Pata tangga], o 4a.2022 
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